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: Imbauan larangan melibatkan anak dalam Kampanye pada
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Wakil Walikota Tahun 2024

Yth. Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Parepare Tahun 2024

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;

Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-
XVII/2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024,

11.Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum  Nomor:
274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

12.Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan
Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

14.Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kota Parepare Nomor 300 Tahun 2024
Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024,

15.Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kota Parepare Nomor 301 Tahun 2024
Tentang Penetapan Jenis dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;

16.Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kota Parepare Nomor 302 Tahun 2024
Tentang Penetapan Jumlah dan Spesifik Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;

17.Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kota Parepare Nomor 305 Tahun 2024

Tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Parepare Tahun 2024.
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B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan,
maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 22A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang
berbunyi:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab

bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan
sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

2. Peraturan mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam
mengawasi pelaksanaan kampanye:
Pasal 30 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
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Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
(1) Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

5. pelaksanaan Kampanye;

3. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota:

Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. pencegahan

pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan mengenai kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

a. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang
berbunyi:

21. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan
untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon

Gubemur dan Calon Wakil Gubemnur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,
serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

b. Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
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12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan
untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon
Gubemnur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

5. Peraturan mengenai Metode Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

a. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang
berbunyi:

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
pertemuan tatap muka dan dialog;
debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
pemasangan alat peraga;

iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

Q@ - o a o u

kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan

peraturan Perundang-undangan.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e
dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang
didanai APBD.

(2a) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.

b. Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil
Walikota, yang berbunyi:

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
a. pertemuan terbatas;

pertemuan tatap muka dan dialog;

debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;

penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

pemasangan alat peraga;
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iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
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g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sampai dengan
huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai
dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat
didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

6. Peraturan mengenai program dan jadwal kegiatan Kampanye pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat
terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum,
pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
jadwal awal pada Hari Rabu, 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari
Sabtu, 23 November 2024.

2) lklan media massa cetak dan media massa elektronik dengan jadwal awal pada
Hari Minggu, 10 November 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 23
November 2024.

7. Peraturan mengenai larangan melibatkan anak dalam Kampanye pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada
Pasal-Pasal sebagai berikut:
Pasal 15 huruf (a), yang berbunyi:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

Penjelasan Pasal 15, yang berbunyi:

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat
langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak

secara fisik dan psikis.
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Pasal 76B, yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh

melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C, yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76H, yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan

militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 761, yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi

dan/atau seksual terhadap Anak

b) Pasal 57 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

(3) Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya

serta tidak melibatkan anak.

c¢) Halaman 4 sampai dengan halaman 5 Surat Edaran Bersama Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Perlindungan Anak

Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor: 100.4.7.1/6275/SJ, Nomor:

01/KPAI/11/2023, Nomor: 19 Tahun 2023, Nomor: 3577.1/PM.04/Kl/ 11/2023

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun

2024 yang Ramah Anak, sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Gubernur,
Bupati/Wali Kota, dan masyarakat melakukan upaya untuk
menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak
Tahun 2024 yang Ramah Anak, dengan cara:

a. Melakukan upaya perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
dengan cara tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

1) melibatkan anak dalam kegiatan kampanye dan/atau kegiatan
lain dalam rangka memperoleh dukungan bagi peserta Pemilu
dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kecuali bagi anak yang
sudah memiliki hak pilih;
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2) menyalahgunakan dan atau memalsukan identitas anak agar
masuk ke dalam daftar pemilih;

3) menyalahgunakan fasilitas anak, seperti tempat bermain,
satuan pendidikan kecuali perguruan tinggi sesuai ketentuan,
dan lain-lain, untuk kepentingan kampanye;

4) melibatkan anak dalam pembuatan foto, video, atau alat peraga
lainnya yang digunakan sebagai materi kampanye yang
disebarluaskan melalui media massa cetak, media massa
elektronik, media digital, dan media lainnya;

5) melibatkan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk
memilih peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

6) menampilkan anak di atas panggung kampanye peserta Pemilu
dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk hiburan;

7) melibatkan anak untuk memasang dan/atau menggunakan
atribut kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak
Tahun 2024;

8) melibatkan anak dalam praktik politik uang;

9) melakukan eksploitasi dan/atau melibatkan anak untuk
melakukan tindak kekerasan pada masa penyelenggaraan
Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

10) melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan
diskriminatif lainnya kepada anak yang orang tua dan/atau
keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
dan

11) memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon

peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

8. Peraturan mengenai Sanksi dan/atau Ketentuan Pidana melanggar Larangan
melibatkan anak dalam Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada
Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 77B, yang berbunyi:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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Pasal 80, yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh
puluh dua juta rupiah)

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan

penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 87, yang berbunyi:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88, yang berbunyi:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare
yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare
mengimbau untuk:

1. Tidak melibatkan anak dalam kegiatan kampanye dan/atau kegiatan lain dalam
rangka memperoleh dukungan bagi peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak
Tahun 2024 kecuali bagi anak yang telah memiliki hak pilih.

2. Tidak menyalahgunakan dan atau memalsukan identitas anak agar masuk ke
dalam daftar pemilih.

3. Tidak menyalahgunakan fasilitas anak, seperti tempat bermain, satuan
pendidikan kecuali perguruan tinggi sesuai ketentuan, dan lain-lain, untuk
kepentingan kampanye.

4. Tidak melibatkan anak dalam pembuatan foto, video, atau alat peraga lainnya
yang digunakan sebagai materi kampanye yang disebarluaskan melalui media

massa cetak, media massa elektronik, media digital, dan media lainnya.
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5. Tidak melibatkan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih
peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024.

6. Tidak menampilkan anak di atas panggung kampanye Pemilihan Serentak Tahun
2024 dalam bentuk hiburan.

7. Tidak melibatkan anak untuk memasang dan/atau menggunakan atribut
kampanye peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Tidak melibatkan anak dalam praktik politik uang.
Tidak melakukan eksploitasi dan/atau melibatkan anak untuk melakukan tindak
kekerasan pada masa penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

10. Tidak melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan diskriminatif
lainnya kepada anak yang orang tua dan/atau keluarganya berbeda atau diduga
berbeda pilihan politiknya.

11. Tidak memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon peserta
Pemilihan Serentak Tahun 2024.

12. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif, aman, damai, tertib, dan lancar
pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

13. Melaporkan dugaan penyimpangan, kesalahan dan/atau pelanggaran pada
Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Pengawas Pemilu di wilayah Kota

Parepare.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ol
/

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare

4. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare
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Lampiran |
Nomor : 281/PM.00.02/K.SN-24/10/2024
Tanggal : 19 Oktober 2024

1. Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun
2024 (Andi Nurhaldin Nurdin Halid dan Taqyuddin, S.Sos.,M.M)

2. Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun
2024 (Ir. H. Muhammad Zaini dan Prof. Dr. H. Bakhtiar Tijjang, S.E.,M.M)

3. Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun
2024 (H. Tasming Hamid, S.E.,M.H dan Hermanto. P)

4. Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun
2024 (Dr. Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E.,M.Pd dan M. Rahmat Sjamsu Alam, S.H)
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